BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR }% TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

bahwa dalam rangka memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan
penyelenggaraan layanan e-Government guna
mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Utara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang
Rencana Pita Lebar Indonesia 2014 — 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41 Tahun 2004 tentang Panduan Standar Mutu,
Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-
Government;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan
Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nasional;

15. Peraturan...
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15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik
Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA TENTANG
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu
Utara.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara.

7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan
informasi.

8. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang
selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah bagian dari
tata kelola organisasi (corporate governance) yang
menangani pendefinisian dan pelaksanaan proses,
struktur, dan semua mekanisme relasional TIK di dalam
organisasi, sehingga proses bisnis dapat berjalan dan
orang-orang yang terlibat di dalam implementasi TIK
dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

9. Infrastruktur...
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Infrastruktur adalah domain tata kelola TIK yang secara
umum mencakup tentang aspek perangkat keras
komputer dan jaringan komputer.

Data adalah berupa angka, karakter, simbol, gambar,
tanda-tanda isyarat, tulisan, suara, bunyi yang
mempresentasikan keadaan sebenarnya yang
selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem
informasi.

Data Center yang selanjutnya disingkat DC adalah
bangunan untuk menempatkan perangkat keras,
perangkat lunak, jaringan dan manajemen pengelolaan.

Basis Data yang selanjutnya disebut database adalah
kumpulan data yang disimpan secara sistematis di
dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi
menggunakan perangkat lunak (program aplikasi)
untuk menghasilkan informasi.

Sistem adalah kumpulan/komponen yang saling
berkaitan untuk secara bersama-sama menghasilkan 1
(satu) tujuan.

Aplikasi adalah bagian dari perangkat lunak komputer
(software) yang terdiri sekumpulan urutan perintah atau
instruksi untuk komputer agar komputer dapat
menjalankan fungsi tertentu.

Sistem Aplikasi adalah sekumpulan aplikasi yang
dirancang untuk membantu pekerjaan yang bersifat
spesifik atau wunik sesuai dengan karakteristik
kebutuhan pengguna.

Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras
komputer (hardware), perangkat lunak komputer
(software), basis data (database), jaringan (network),
manusia, dan  prosedur yang diatur untuk
mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan
memproses data menjadi informasi.

Perangkat Lunak Komputer (software) adalah berbagai
program yang memungkinkan beroperasi dan
berfungsinya sistem dan jaringan komputer.

Perangkat keras komputer (hardware) adalah peralatan
fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.

Electronic Government, yang selanjutnya disebut E-
Government adalah penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.

Internet adalah jaringan komputer yang
menghubungkan LAN/WAN, intranet dan jaringan
komputer lain di seluruh dunia yang berisikan informasi

dan...
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dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara,
gambar, video dan teks.

Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan
berbagai LAN/ WAN yang ada di unit-unit organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Akses adalah kegiatan untuk melakukan interaksi
dengan suatu sistem, baik sistem jaringan, sistem
aplikasi maupun sistem komunikasi.

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara
Negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang
dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet,
yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat
unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam
internet.

Sub domain adalah anak domain yang merupakan
bagian dari domain utama dan digunakan untuk
membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah
website.

Source code/kode sumber selanjutnya disebut source
code adalah suatu rangkaian pernyataan dalam bahasa
pemrograman komputer yang dapat dikonversi dan
dieksekusi, sebagai aplikasi program komputer.

Standar Operation Procedure/Prosedur Operasi Standar
untuk selanjutnya disebut SOP adalah suatu sistem
acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses
melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan
disusun untuk memudahkan, merapikan dan
menertibkan pekerjaan.

Bisnis proses adalah sekumpulan aktivitas atau
pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk
menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang
menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan
tertentu.

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah
bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat
dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Government Chief Information Officer yang selanjutnya
disebut GCIO adalah pihak yang bertugas untuk
mengimplementasikan, menyelenggarakan, dan
mengelola layanan TIK pada Pemerintah Daerah.

Website/Situs Web adalah sekumpulan halaman
informasi yang berbentuk teks, gambar, video atau
berkas lainnya yang tersimpan dalam komputer dan
dapat diakses melalui jaringan internet.

31. Manajemen...
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Manajemen adalah berkaitan dengan pembagian
tanggung jawab, yang menjamin tidak akan terjadinya
tumpang tindih pekerjaan.

Administrasi adalah sistem pencatatan pada setiap
penanggung jawab dan pelaporan antar penanggung
jawab yang telah ditetapkan dalam manajemen tersebut.

Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan,
keutuhan dan ketersediaan informasi.

Prosedur adalah rangkaian langkah atau kegiatan yang
saling berhubungan satu sama lain secara esensial yang
diikuti pendekatan fungsional.

Rencana Induk TIK adalah dokumen perencanaan yang
menjadi acuan penyelenggaraan TIK.

Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang
saling bekerja sama, dapat menerima data (input),
proses mengolah data dan memberi informasi (output)
serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang
tersimpan dalam memori.

Processor adalah bagian dari perangkat keras komputer
yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika serta
pengendalian operasi komputer secara keseluruhan.

Memory adalah media penyimpanan data dan instruksi
dari program yang sedang dijalankan pada komputer.

Disaster Recovery Center yang selanjutnya disingkat
DRC adalah fasilitas sistem cadangan (backup) data
center untuk mendukung kegiatan operasional ketika
data center tidak berfungsi.

Local Area Network, yang selanjutnya disingkat LAN
adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya
mencakup wilayah kecil.

Wide Area Network, yang selanjutnya disingkat WAN
adalah jaringan komputer yang mencakup area yang
besar.

Wireless Local Area Network, yang selanjutnya disebut
WLAN adalah suatu koneksi antar satu perangkat
dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel.

Jaringan adalah hubungan berbagai sistem komputer
melalui program dan sarana kabel LAN/WAN, sehingga
memungkinkan adanya komunikasi antar komputer.

BABII
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal...



Pasal 2

Asas penyelenggaraan TIK adalah :

a. manfaat, bahwa penyelenggaraan TIK didasarkan pada
nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait dan mampu
dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka
menyajikan informasi yang bermanfaat memperlancar
pelaksanaan tugas;

b. produktivitas, bahwa penyelenggaraan TIK dilaksanakan
dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektivitas
dalam pengolahan data dan penyediaan informasi;

c. keterbukaan, bahwa penyelenggaraan TIK berorientasi
pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana
untuk mewujudkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;

d. validitas, bahwa penyelenggaraan TIK sebagai sarana
pengelolaan data dan informasi (pengumpulan,
penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali yang
lengkap, akurat, dan mutakhir);

e. sinergitas, bahwa penyelenggaraan TIK dilaksanakan
dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada
untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan;

f. integrasi, bahwa penyelenggaraan TIK diorientasikan
pada keterpaduan sistem informasi guna mendukung
pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan
pelayanan informasi kepada masyarakat (publik) melalui
sistem jaringan;

g. efektif dan efisien, bahwa penyelenggaraan TIK dapat
menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, baik tugas
pokok maupun tugas penunjang secara efektif, (selesai
tepat waktu) dan efisien (hemat dalam penggunaan
sumber daya);

h. keterpaduan, bahwa penyelenggaraan TIK merupakan
satu kesatuan dari berbagai kepentingan secara serasi
dan proporsional;

i. otorisasi, bahwa penyelenggaraan TIK terkait pemilikan
dan penyajian informasi harus sesuai dengan
kewenangan masing-masing dan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

j- keamanan dan keandalan, bahwa penyelenggaraan TIK
harus mempertimbangkan faktor keamanan informasi,
menjamin keamanan dan keandalan informasi yang
diolah, disimpan, dan disajikan; dan

k. standarisasi, bahwa untuk mendukung dan memberikan
landasan integrasi sistem informasi, maka
penyelenggaraan TIK harus dibuat standar yang meliputi:

. standarisasi perangkat keras;

. standarisasi perangkat lunak;

. standarisasi data induk (master data);

. standarisasi media jaringan komunikasi;

. standarisasi keamanan informasi; dan

. standarisasi sumber daya manusia.

Ul WN =

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Maksud...
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Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. memberikan landasan hukum terkait kebijakan e-
Government, tata kelola TIK, termasuk kualifikasi sumber
daya manusia, pemberdayaan informatika dan keamanan
informasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b. pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat daerah
dalam pembangunan dan pengembangan TIK.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. terciptanya mekanisme penyediaan dan akses informasi,
sistem komunikasi dan pelayanan publik berbasis
teknologi informasi secara online;

b. terwujudnya TIK, teknologi keamanan informasi dan
membangun budaya keamanan informasi;

c. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan; dan

d. mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan
mampu menjawab perubahan secara efektif.

Pasal 5

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. terciptanya kesamaan persepsi dalam pengembangan
dan pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. terbangunnya infrastruktur jaringan koneksitas dan
akses internet yang menghubungkan berbagai unit
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
tersedianya infrastruktur data center Pemerintah Daerah;
tersedianya sumber daya manusia pengembangan dan
pengelolaan TIK sesuai dengan kualifikasi/kompetensi
yang telah ditentukan; dan
e. tersedianya sistem informasi spesifik pada setiap unit
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

B o

BAB III
TATA KELOLA TIK
Bagian Kesatu
Struktur Tata Kelola TIK

Pasal 6

(1) Struktur tata kelola TIK dibagi menjadi dua fungsi,
yaitu:
a. fungsi tata kelola; dan
b. fungsi manajerial.

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait struktur tata kelola TIK
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perencanaan TIK

Pasal 7

(1) Pemerintah...
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Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk TIK yang
selaras dengan tujuan pemerintahan dan
pembangunan.

Penyusunan Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika.

Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Induk TIK bertujuan untuk:

a. mewujudkan rancangan dalam pengintegrasian
informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. memberikan arahan dalam menentukan strategi TIK
seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan
komputer, dan sumber daya manusia;

c. memberi acuan dalam menentukan prioritas dan
penyusunan anggaran, menjaga terjadinya duplikasi,
dan mencegah kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan
dalam pengembangan TIK.

Ruang Lingkup Rencana Induk TIK meliputi:

a. arah strategis TIK terhadap pencapaian visi, misi,
tujuan, dan sasaran Pemerintah Daerah dalam
konteks Government to Citizen, Government to
Business, dan Government to Government,

b. kerangka kebijakan manajemen untuk penentuan
kebijakan, prioritas dan alokasi sumber daya untuk
penerapan TIK  berdasarkan faktor penentu
kesuksesan pada people, process, dan technology di
lingkungan Pemerintah Daerah;

c. arsitektur TIK yang terdiri atas perangkat lunak,
perangkat keras, jaringan, infrastruktur yang
dibutuhkan dalam penerapan TIK dalam menunjang
manajemen Pemerintah Daerah;

d. rekomendasi portofolio aplikasi bagi layanan sistem
informasi yang sesuai dengan kebutuhan Daerah
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
manajemen birokrasi;

e. rencana transisi penyelarasan perubahan yang
dibutuhkan sesuai dengan rencana pembangunan
Pemerintah Daerah.

Rencana Induk TIK memuat:

. arsitektur informasi;

. arsitektur aplikasi;

. arsitektur infrastruktur teknologi;

. organisasi dan manajemen;

. pendekatan dan roadmap implementasi.

O 00 o

Rencana Induk TIK disusun untuk periode 5 (lima)
tahun dan dapat dilakukan penyesuaian dengan
perkembangan teknologi.

(8) Pelaksanaan...
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(8) Pelaksanaan Rencana Induk TIK dan penerapannya
dilakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan dan pengembangan TIK, Perangkat
Daerah berpedoman pada Rencana Induk TIK.

Pasal 9

(1) Pengelolaan TIK di setiap Perangkat Daerah
diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Sistem dan
Transaksi Elektronik yang ditetapkan oleh Kepala
Perangkat Daerah.

(2) Pejabat Pengelola Sistem dan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas:

a. melakukan koordinasi dengan unit lain dalam
pembangunan TIK;

b. menyusun dan mengembangkan TIK;

c. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana
Sistem dan Transaksi Elektronik yang mencakup
perangkat keras dan perangkat lunak komputer,
infrastruktur jaringan internet;

d. dan perangkat pendukung lainnya;

e. melaksanakan implementasi aplikasi TIK sesuai
dengan kewenangan yang telah ditetapkan,;

f. mengelola dan menjaga keamanan TIK;

g. melakukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan
TIK;

h. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah
melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

(3) Pejabat Pengelola Sistem dan Transaksi Elektronik
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan
dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan wajib
terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika
melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

(2) Form  Pendaftaran  sistem  elektronik instansi
penyelenggara Negara tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengembangan TIK

Pasal 11

(1) Dalam...
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(1) Dalam rangka pelayanan publik, Perangkat Daerah
dapat merencanakan dan mengembangkan TIK sesuai
dengan tugas pokok, fungsi, dan kebutuhan pelayanan.

(2) Pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan
Pemerintah Daerah harus melalui tahapan sesuai
standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan menggunakan data center terpusat yang di
kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

(3) Untuk menjamin beroperasinya pemanfaatan TIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi
dan Informatika mengatur tata kelola infrastruktur data
center, yang meliputi pembangunan, jaminan
keamanan, penerapan manajemen risiko, penyusunan
standar operasional dan prosedur, penanganan
gangguan akses, dan audit minimal sekali dalam
setahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 12

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tugasnya
untuk membantu Bupati, diberikan wewenang sebagai
GCIO.

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai GCIO
berwenang untuk:

a. membangun dan mengelola data warehouse sebagai
pusat informasi terintegrasi Pemerintah Daerah;

b. menyediakan data induk (master data) Sistem dan
Transaksi Elektronik Pemerintah Daerah untuk
digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam
mengembangkan sistem informasi Pemerintah
Daerah;

c. menyediakan standar komunikasi kirim dan terima
data melalui teknologi Servis-Oriented Architecture
(SOA) untuk dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat
Daerah dalam mengembangkan TIK;

d. membangun sistem dan transaksi elektronik
terintegrasi untuk mewujudkan pemanfaatan master
data yang sama untuk sistem dan transaksi
elektronik yang ada di Pemerintah Daerah;

e. menyetujui atau menolak perencanaan
pengembangan TIK yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah serta menentukan sistem TIK yang dapat
dimanfaatkan bersama dengan  pertimbangan
kesesuaian pada Rencana Induk TIK Kabupaten.

Pasal 13

(1) Dalam pengembangan TIK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1), Perangkat Daerah berkewajiban
untuk menyampaikan rancangan = sistem dan
mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagai dasar pengajuan kegiatan di
Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya.

(2) Pengembangan ...



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
apabila terjadi keterbatasan sumber daya.

Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), diwajibkan untuk menyerahkan
dokumen rancang bangun, source code, skenario dan
hasil uji coba sistem, melakukan ahli pengetahuan,
serta memberi garansi masa pemeliharaan TIK.

Pengembangan TIK yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), wajib berpedoman pada Pedoman Integrasi Aplikasi
di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

SOP pengembangan TIK dan pemanfaatan data center
Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Situs web Pemerintah Daerah menggunakan nama
domain utama labura.go.id.

Situs web Perangkat Daerah menggunakan sub domain
dari domain utama labura.go.id.

Situs web Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten
Labuhanbatu Utara menggunakan nama domain
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dan dikelola oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
Sinergi TIK

Pasal 15
Setiap Perangkat Daerah mengutamakan sinergi antar
Perangkat Daerah dalam pemanfaatan dan

pengembangan TIK.

Hal-hal yang dapat disinergikan adalah proses bisnis,
teknologi, dan sumber daya manusia.

Pelaksanaan sinergi TIK dilakukan atas asas manfaat

yang Dberlandaskan pada prinsip-prinsip  Good
Governance dan sesuai dengan Rencana Induk TIK.

(4) Dalam...
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(4) Dalam hal sinergi TIK antara Pemerintah Daerah dengan
pihak lain baik pemerintah maupun swasta, setiap
perangkat daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas
Komunikasi dan Informatika wuntuk penyediaan
infrastruktur pendukung, keamanan informasi, dan
integrasi data.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan
pendayagunaan TIK  dibebankan pada  Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan sumber-sumber dana lain
yang sah.
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TIK di lingkup
Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika sesuai kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah = Kabupaten
Labuhanbatu Utara.

‘,  itetapkan di Aek Kanopan
-/ pada tanggal 20 Maret 2019
/ " BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Y,

DDWN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal &8 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Ay

HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2019 NOMOR Q%Q

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZAHIDA HA

7 02
NIP 19 RSP W o + /.00502 2 O

y



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

STRUKTUR TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

Penetapan struktur tata kelola ini dimaksudkan untuk memastikan
kapasitas kepemimpinan yang memadai, dan hubungan antar satuan
kerja/institusi pemerintahan yang sinergis dalam perencanaan, penganggaran,
realisasi sistem TIK, operasi sistem TIK, dan evaluasi secara umum
implementasi TIK di Pemerintahan. Berikut ini adalah ketentuan umum terkait
dengan Struktur Tata Kelola TIK pada Pemerintah Daerah.

Entitas-entitas yang terlibat dalam Tata Kelola TIK Kabupaten adalah
sebagai berikut:
Eksekutif TIK — yaitu pimpinan institusi Pemerintahan Kabupaten.
Komite TIK / Dewan TIK Kabupaten.
GCIO (Government Chief Information Officer) Kabupaten.
Satuan Kerja Pengelola TIK (Tim Pelaksana TIK) — yaitu satuan kerja yang
bertugas dalam pelaksanaan dan pengelolaan TIK.
Satuan Pemilik Proses Bisnis — yaitu satuan kerja di luar satuan kerja
pengelola TIK sebagai pemilik proses bisnis.

nall ol S

o

Ketentuan struktur tata kelola terkait dengan kepemimpinan:
1. Eksekutif TIK.

Eksekutif TIK bertanggung jawab atas seluruh implementasi TIK di

Kabupaten. Eksekutif TIK memberikan arahan strategis dan evaluasi

keseluruhan dari inisiatif TIK di institusinya. Eksekutif TIK Kabupaten

adalah Bupati.
2. Komite TIK/Dewan TIK Kabupaten.
Untuk memastikan hubungan sinergis antar satuan kerja dalam satu
institusi pemerintahan dalam pengelolaan inisiatif TIK, Pemerintah Daerah
membentuk Komite TIK/Dewan TIK. Komite TIK/Dewan TIK ini mewadahi
kepentingan satuan kerja dalam perencanaan, pengembangan, dan
pengelolaan TIK, mengoordinasikan perencanaan dan operasional inisiatif-
inisiatif TIK strategis Pemerintah Daerah. Unsur-unsur Komite TIK/Dewan

TIK adalah Bupati/Sekda, Dinas Komunikasi dan Informatika, Unsur

Akademisi, Komunitas TIK Independen Kabupaten. Fungsi Komite

TIK/Dewan TIK adalah sebagai berikut:

a) Mensinergiskan dan mengintegrasikan Rencana TIK institusi yang
mengakomodir kepentingan seluruh satuan kerja.

b) Mensinergiskan rencana belanja/investasi satuan kerja untuk
memastikan tidak adanya tumpang tindih (redundancy) inisiatif TIK.

c) Melakukan review atas evaluasi berkala implementasi TIK yang
dilakukan oleh satuan kerja di bawah koordinasi GCIO untuk
memastikan keselarasan dengan rencana semula.

3. GCIO (Government Chief Information Officer) Kabupaten.

Untuk memastikan kapasitas kepemimpinan pengelolaan TIK di semua

tingkat pemerintahan, Pemerintah Daerah menetapkan GCIO. Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika ditunjuk sebagai GCIO.

GCIO...
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GCIO (Government Chief Information Officer) Kabupaten bertugas untuk:

a) Memfasilitasi perencanaan dan implementasi TIK lintas satuan kerja di
tingkat Kabupaten.

b) Memfasilitasi tata kelola TIK yang baik di seluruh institusi pemerintahan
melalui penerbitan kebijakan, standar, prosedur, atau panduan yang
relevan terkait Data Center, Integrasi data, dan Integrasi Sistem Aplikasi
yang digunakan untuk seluruh satuan kerja di Kabupaten.

¢) Menyediakan infrastruktur pendukung TIK.

d) Memberikan rekomendasi pelaksanaan dan pengelolaan TIK oleh satuan
kerja sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Komite TIK/Dewan
TIK.

4, Satuan Kerja Pengelola TIK Institusi / Tim Pelaksana TIK.

Satuan Kerja pengelola TIK Institusi/ Tim Pelaksana TIK merupakan satuan

kerja yang bertanggung jawab atas implementasi sistem TIK, sesuai dengan

spesifikasi kebutuhan yang diberikan oleh satuan kerja Pemilik Proses

Bisnis. Bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kualitas aspek teknis

sistem TIK dalam tahap operasional. Bertanggung jawab atas pemeliharaan

aset-aset TIK institusi. Satuan Kerja Pengelola TIK di Kabupaten adalah

Dinas Komunikasi dan Informatika beserta tim lintas satuan kerja yang

ditunjuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis Institusi.

Merupakan Satuan Kerja yang memiliki kebutuhan atas pemanfaatan TIK

untuk menjalankan bisnis proses di satuan kerja masing-masing.

Bertanggung jawab atas pendefinisian kebutuhan dalam implementasi TIK.

Memberikan masukan atas implementasi TIK, khususnya kualitas

operasional sistem TIK. Satuan Kerja Pemilik proses Bisnis adalah setiap

Perangkat Daerah Kabupaten.

\\\

7P a2\,
/ "BUPATI LABUHANBATU UTARA,

ZKukBUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

P ———

ZAHIDA HAFANI
P, 19761124 200512 2 002



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2019

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

FORM PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK
INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

A. DATA UMUM

1

Nama Internal *)
(Nama Sistem Elektronik yang
hanya diketahui oleh pihak
internal Instansi)

Nama Eksternal *)

(Nama Sistem Elektronik yang
dikenal oleh pihak di luar Instansi
Penyelenggara)

Keterangan *)
(Deskripsi Sistem Elektronik)

Sasaran Pelayanan *)

Pilih salah satu kategori target

pengguna Sistem Elektronik

e Lokal: Sistem  Elektronik
hanya melayani pengguna di
lingkup internal Instansi.

e Regional: Sistem Elektronik
hanya melayani pengguna di
satu wilayah Regional

e Nasional: Sistem Elektronik
melayani pengguna di seluruh
Indonesia

e Internasional: Sistem
Elektronik melayani pengguna
dari berbagai negara

Lokal/Regional/Nasional/
Internasional

Kategori Sistem Elektronik *)

Pilih kategori Sistem Elektronik
berdasarkan azas risiko yang
dapat ditentukan setelah mengisi
Formulir Pernyataan Kategori
Sistem Elektronik (Lampiran (1)).
e Sistem Elektronik Strategis:

Sistem Elektronik yang
beresiko terhadap
penyelenggaraan Negara dan
pertahanan keamanan
Negara.

e Sistem  Elektronik Tinggi:
adalah Sistem Elektronik yang
beresiko terhadap
penyelenggaraan layanan

publik dengan skala terbatas

Strategis/Tinggi/Rendah

(lingkup...
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(lingkup provinsi, kota, dan
kabupaten).

e Sistem Elektronik Rendah:
adalah Sistem Elektronik yang
beresiko terhadap operasional

layanan yang bersifat
sementara dan hanya
sebagian kecil layanan.
6 | Kategori Akses *) Online/ Offline

e Pilih salah satu kategori akses
Online: Sistem dapat diakses
dalam jaringan (online)

e Offline: Sistem tidak dapat
diakses dalam jaringan

7 | Alamat URL

8 | Kesediaan untuk dipublikasikan | Ya/Tidak
melalui Portal Layanan Publik
(Pernyataan kesediaan bahwa
Sistem Elektronik yang
didaftarkan akan dipublikasikan
di Portal Layanan Publik Nasional.
Pertanyaan ini hanya untuk
Sistem Elektronik dengan kategori
akses Publik)

Catatan:

*) Pilih salah satu

1. Fungsi Utama
Fungsi (fitur) yang dimiliki Sistem Elektronik.
(Minimal isikan 1 (satu) fungsi sistem)

No Fungsi Sistem Keterangan
1
2%)

Catatan:
*) Tambahkan sesuai dengan jumlah fungsi sistem yang tersedia

2. Ruang Lingkup
Minimal isikan 1 (satu) kategori Ruang Lingkup dan tambahkan sesuai
dengan jumlah Ruang Lingkup yang ada)

No Ruang Lingkup *¥)
1
2%)

Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan ruang lingkup Sistem Elektronik

**) Isi kolom ini berdasarkan kategori Ruang Lingkup (sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009), diantaranya:

e Jaminan Sosial

Komunikasi dan Informasi

Pariwisata

Pendidikan

Perhubungan

Tempat...




Tempat Tinggal

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pekerjaan dan Usaha

Perbankan

Sumber Daya Alam

Pengajaran

Sektor lainnya (jika di luar pilihan yang ada)

3. Jenis Layanan
(Minimal isikan 1 Jenis Layanan)

Jenis Layanan
No (Isi kolom ini berdasarkan Keterangan
kategori Jenis Layanan *¥)

1
2%)

Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan jumlah layanan yang tersedia
**) Kategori Jenis Layanan:

Pelaporan Masyarakat;

Pembayaran;

Pendaftaran;

Perizinan;

Publikasi informasi;

Jenis Layanan Lainnya.

4. Sistem Pengamanan
(Isi dengan sistem pengamanan yang diterapkan (jika ada))

No Nama Sistem Pengamanan Keterangan
1
2%)

Catatan:
*) Tambahkan sesuai dengan jumlah sistem pengamanan yang digunakan

5. Sistem Terkait
(Isi dengan satu atau lebih sistem elektronik lain yang berkaitan langsung
dengan sistem yang didaftarkan (jika ada))

No Nama Sistem Terkait Keterangan
1
2%)

Catatan:
*) Tambahkan sesuai dengan jumlah sistem terkait

6. Sertifikasi
Diisi semua sertifikasi yang terkait dengan Sistem Elektronik. Contoh
sertifikasi yang dapat dimasukkan yaitu: sertifikasi lulus audit, sertifikasi
layanan publik terbaik di Kabupaten. (softcopy sertifikat dapat
dilampirkan)

No...
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Nama Nama Tanggal | Tanggal

. Institusi (yang | Tanggal 99¢ 99 Masa Nomor Ruang
No | Sistem . Mulai Habis e .

.. | mengeluarkan Terbit Berlaku | Sertifikat | Lingkup
Terkait oo Berlaku | Berlaku
sertifikat)

1
2%
Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan jumlah sertifikasi yang dimiliki

7. Pengguna Layanan
(Isi dengan satu atau lebih kelompok pengguna Sistem Elektronik)

No Jenis Pengguna Keterangan
1
2%)

Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan kategori pengguna Sistem Elektronik yang
didaftarkan

**) Pilih salah satu

B. PROFIL PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

Data organisasi/unit kerja/satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap
layanan Sistem Elektronik.

Nama Satuan Kerja
Alamat *)

Provinsi *)
Kota/Kabupaten *)
Kode Pos *)

No Telp ¥)

Website *)

Catatan:
*) Kolom harus diisi

C. PERANGKAT KERAS
1. Perangkat Keras Utama

Data perangkat keras tempat Sistem Elektronik (Minimal isi dengan 1
(satu) data Perangkat dipasang Keras Utama)

Penyedia Kapasitas
No. Jenis Pemilik Data Jumlah | Tipe | Processor pastt Memori
Centor Harddisk

Komputer/ Milik
1 Server/ Sendiri/
Lainnya**) | Sewa *¥)

2%)

Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan jumlah perangkat keras utama yang
digunakan untuk operasional Sistem Elektronik

**) Pilih salah satu

***) Isi kolom ini dengan nama Instansi penyedia data center (jika sewa)

1.1. Informasi...



1.1.

Informasi Data Center
Jika Perangkat Keras Utama yang digunakan berupa server, maka
perlu ditambahkan informasi mengenai Data Center.

-5-

Menggunakan fasilitas Data

Center?

Lokasi

Penyedia Data Center

Bandwidth

Server
dengan aplikasi lain?

digunakan bersama

2. Perangkat Jaringan
Data komponen-komponen yang digunakan untuk membuat jaringan
komputer (misal: router, LAN, switch)

No. Jenis Tipe Keterangan
1 | Router/LAN/Switch **)
2*) | Router/LAN/Switch **)
Catatan:

*) Tambahkan sesuai jumlah perangkat jaringan yang ada
**) Pilih salah satu

2.1.

Perangkat Khusus
Perangkat keras yang berfungsi spesifik sesuai dengan spesifikasi
Sistem Elektronik (misal : biometrik, kamera, RFID Reader, dll)

No. Jenis

Tipe

Keterangan

1

2%)

Catatan:

*) Tambahkan sesuai jumlah perangkat keras khusus yang ada

D. PERANGKAT LUNAK

1. Perangkat Lunak Utama

Data perangkat lunak (aplikasi) utama yang menjalankan Sistem
Elektronik
Jenis Perangkat Penyedia Perangkat
Lunak Lunak
No Nama (Pilih berdasarkan (Penyedia dukungan
jenis perangkat untuk Perangkat
lunak**) Lunak)
1
2%)
Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan jumlah perangkat lunak yang ada
**) Keterangan Pilihan
Jenis Perangkat Lunak:
e Aplikasi Desktop: aplikasi yang dapat berjalan sendiri di atas komputer
desktop atau laptop, tanpa perlu terhubung ke internet. Contoh:
pemroses kata, pemroses data numerik, dll.

Aplikasi...
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e Aplikasi Client/ Server: perangkat lunak yang berjalan pada komputer
klien dan meminta aksi atau layanan ke penyedia layanan (remote
server). Contoh: perambah web dan web server.

e Aplikasi Web: aplikasi berbasis web.

e Lainnya.

2. Perangkat Lunak Pendukung

Data perangkat lunak yang mendukung perangkat lunak utama (misal:
sistem operasi, aplikasi server, aplikasi database, bahasa pemrograman)

Jenis perangkat Lunak Deskripsi
No (Isi berdasarkan kategori Perangkat {)'k .
Lunak) (Nama Aplikasi)

1)

2%)
Catatan:
*) Tambahkan sesuai dengan jumlah perangkat lunak pendukung yang
ada

E. TENAGA AHLI

(Isi dengan data tenaga ahli yang dibutuhkan dan tenaga ahli yang tersedia
untuk operasional Sistem Elektronik)

No Jenis **) Status ***) Jumlah

1
2%)

Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan jumlah dan jenis tenaga ahli

**) Pilih salah satu jenis tenaga ahli yang ada di Lampiran (2)
***) Status:

Pilih salah satu status kepegawaian tenaga ahli yang tersedia:
e PNS

e Non PNS

F. TATA KELOLA

(Isi dengan data Dasar Hukum dan SOP yang memengaruhi pengelolaan suatu
Sistem Elektronik)

1. Dasar Hukum

No Nama Dasar Nomor Tahun Tentan
Hukum Diterbitkan g
1
2%)
Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan jumlah Dasar Hukum yang dimiliki

2. SOP...



2. SOP

No Nama SOP Keterangan

1

2%)

Catatan:
*) Tambahkan sesuai dengan jumlah SOP yang diterapkan

G. PENANGGUGN JAWAB
(Isi dengan data pejabat penanggung jawab Sistem Elektronik)

Nama Penanggung Jawab

NIP

Nama Satuan Kerja

Alamat Satuan Kerja

Provinsi

Kota/ Kabupaten

Kode Pos

No HP

Email

H. HELP DESK

(Isi dengan data help desk yang disediakan untuk pengguna Sistem
Elektronik)

Nama Lengkap No. Telp )
No Help Desk Help Desk Fax Help Desk | Email Help Desk
1
2%)
Catatan:

*) Tambahkan sesuai dengan help desk yang dimiliki

Lampiran...



Lampiran (1)

PERNYATAAN KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK

Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik

Nama Sistem Elektronik

Ruang Lingkup

Jenis layanan

Nama Penanggung Jawab Sistem Elektronik

Jabatan

Keterangan : Beri Tanda Silang (X) pada Jawaban Pilihan Anda [A/B/C]

elektronik yang terpasang

miliar rupiah

sampai dengan
30 miliar rupiah

No | KARAKTERISTIK SISTEM BOBOT NILAI
ELEKTRONIK
A=5 B=2 Cc=1
1 Nilai investasi sistem | a. Lebih dari 30 | b. 3 miliar rupiah | c. Kurang dari 3 miliar

rupiah

Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang mencakup biaya pembuatan dan / atau pengembangan
sistem elektronik, pengadaan perangkat keras dan lunak (lisensi), dan biaya implementasi.

2

Total anggaran operasional

tahun berjalan yang
dialokasikan untuk
pengelolaan Sistem
Elektronik

a.

Lebih dari 10
miliar rupiah

b.

1 miliar rupiah
sampai dengan
10 miliar rupiah

C.

Kurang dari 1 miliar

Total anggaran operasional tahun berjalan yang dialokasikan untuk pengelolaan Sistem Elektronik
mencakup biaya operasional seperti annual technical support, sewa jaringan komunikasi, SDM dan alih daya
(outsourcing), peningkatan kompetensi SDM, sarana pendukung (listrik, air, AC, dan lain-lain), dan kegiatan
pemeliharaan lainnya (pemantauan operasional, inspeksi infrastruktur, dan lain-lain.

3

Memiliki kewajiban
kepatuhan terhadap
peraturan atau standar
tertentu

a.

Peraturan atau

standar
nasional dan
internasional

b.

Peraturan atau
standar nasional

C.

Tidak ada peraturan
khusus

Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap peraturan atau standar tertentu artinya harus memenuhi kriteria
teknis yang ditetapkan oleh peraturan atau standar, baik yang berskala nasional maupun internasional.
Contoh standar nasional (SNI 27001, dan lain-lain) dan standar internasional misalnya ISO 27001, ISO
20000, ISO 9000, dan sebagainya.

4

Menggunakan algoritma
khusus untuk keamanan
informasi dalam sistem
elektronik

Algoritma
khusus
digunakan
negara

yang

b.

Algoritma
standar publik

C.

Tidak ada algoritma
khusus

Menggunakan algoritma khusus untuk keamanan informasi
kriptografi atau kodifikasi lainnya.

dalam sistem elektronik seperti algoritma

5

Jumlah pemilik akun yang
menggunakan Sistem
Elektronik

a.

Lebih dari 5000
pemilik akun

b.

1000 sampai
dengan 5000
pemilik akun

C.

Kurang dari 1000

pemilik akun

Jumlah pemilik akun yang meng
untuk login.

gunakan Sistem Elektro

nik artinya jumlah pengguna yang memiliki akses

6

Data Pribadi yang dikelola
Sistem Elektronik

Data Pribadi
yang memiliki
hubungan
dengan Data
Pribadi lainnya

Data Pribadi
yang bersifat
individu

dan/atau Data

Pribadi yang
terkait dengan
kepemilikan

badan usaha

C.

Tidak
Pribadi

ada Data

Data Pribadi yang dikelola Sistem Elektronik artinya memproses data yang menjelaskan jati diri seseorang
secara eksplisit dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan identitas yang diakui oleh negara.

7

Tingkat klasifikasi/
kekritisan data yang ada
dalam sistem elektronik,

relatif terhadap ancaman

a.

Sangat rahasia

b.

Rahasia dan/
atau terbatas

C.

Biasa

upaya...



upaya penyerangan atau
penerobosan keamanan
informasi

Definisi klasifikasi Data sesuai dengan yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Instansi Pemerintah.

8 Tingkat kekritisan proses | a. Proses yang | b. Proses yang | c. Proses yang tidak
yang ada dalam sistem berisiko berisiko berdampak bagi
elektronik relatif terhadap mengganggu mengganggu kepentingan orang
ancaman upaya hajat hidup hajat hidup banyak
penyerangan atau orang banyak orang banyak
penerobosan keamanan dan  memberi dan memberi
informasi dampak dampak  tidak

langsung pada langsung
layanan publik

Tingkat kekritisan proses yang ada dalam sistem elektronik relatif terhadap ancaman upaya penyerangan
atau penerobosan keamanan informasi mencakup dampak risiko dari proses yang ada dalam Sistem
Elektronik baik secara langsung maupun tidak langsung.

9 Dampak dari kegagalan | a. Tidak b. Tidak c. Tidak tersedianya
Sistem Elektronik tersedianya tersedianya layanan publik atau

layanan publik layanan publik proses
berskala atau proses penyelenggaraan
nasional atau penyelenggaraan negara dalam 1
membahayakan negara dalam 1 kabupaten/kota
pertahanan provinsi atau atau lebih
keamanan lebih
Negara

Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik berupa tidak tersedianya layanan publik atau proses
penyelenggaraan negara dalam skalal Kabupaten.

10 Potensi kerugian atau | a. Menimbulkan b. Terbatas pada | c. Mengakibatkan
dampak negatif dari insiden korban jiwa kerugian gangguan
ditembusnya keamanan finansial operasional
informasi sistem elektronik sementara (tidak

membahayakan dan
merugikan finansial)

Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya keamanan informasi sistem elektronik
seperti pencurian data, kebocoran data, perubahan data, sabotase, terorisme, dan lain-lain yang dapat
mengakibatkan gangguan operasional, kerugian finansial, dan menimbulkan korban jiwa.

Total Bobot Nilai

KETENTUAN PENILAIAN

Kategori Sistem Elektronik STRATEGIS TINGGI RENDAH

Total Bobot Nilai 36 - 50 16 - 35 10-15

HASIL KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK (lingkari pilihan di bawah ini)

SISTEM ELEKTRONIK TERMASUK KATEGORI : STRATEGIS / TINGGI / RENDAH

Tempat, tanggal/bulan/tahun

PEJABAT PEMBUAT PERNYATAAN

(ttd)

(Nama Penanggung Jawab Sistem Elektronik)
(Jabatan)

Lampiran...
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PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Profesi

Tugas

Network Engineer

. Merencanakan penambahan/pengadaan

peralatan jaringan/ server;
Melakukan konfigurasi server sesuai dengan
yang dibutuhkan;

. Merencanakan perluasan jaringan

lokal/internet;

Membuat  pengaturan/kebijakan koneksi
komputer ke jaringan kabel/ wireless;
Melakukan monitoring kinerja server,
Melakukan perbaikan / troubleshooting jika
terjadi kegagalan dalam server,

Programmer

. Merancang aplikasi sesuai dengan yang

dibutuhkan;

. Membangun aplikasi sesuai dengan yang

dibutuhkan;

. Melakukan error patching yang terjadi pada

aplikasi;

. Melakukan penambahan atau pengurangan

fitur sesuai dengan yang dibutuhkan pada
aplikasi;

. Melakukan monitoring terhadap aplikasi;

IT Support

. Melakukan inventarisasi peralatan/jaringan

yang ada;

. Melakukan penambahan yang diperlukan pada

jaringan wired dan wireless;

Melakukan monitoring jaringan internet; dan
Melakukan perbaikan terhadap kerusakan
yang terjadi pada jaringan wired dan wireless.

Software

Quality

Assurance (SQA) Engineer

. Memastikan proyek software development

berjalan dengan baik;
Merancang dan membuat test case / skenario
software testing;

. Melakukan testing sesuai dengan testcase/

skenario; dan

Merumuskan dan merancang peningkatkan
efisiensi dan efektifitas standar proses yang
digunakan.

Database
(DBA)

Administrator

. Merancang dan membangun database dalam

sebuah sistem;

. Merekomendasikan solusi terbaik dalam

implementasi database baik dalam hal software
maupun hardware; dan

. Merawat database agar dapat berjalan dengan

baik dan optimal.

Graphic...
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Graphic Designer 1.

Merancang desain yang akan dibuat sesuai |
dengan tema;

. Mengumpulkan materi desain yang akan

dibuat;

. Membuat desain grafis sesuai dengan

rancangan dan materi yang dikumpulkan;

Video Editor 1.

Mengumpulkan rekaman mentah (footage) yang
akan diolah untuk dijadikan video utuh,;

. Merancang video yang akan dibuat sesuai

dengan tema,

. Melakukan peng-edit-an sesuai dengan

rancangan dan materi yang dikumpulkan;

. Melakukan rendering video untuk

mendapatkan video akhir.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

gt

ZAHIDA HAFANI

NIP. 19761124 200502 2 002




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

PEDOMAN INTEGRASI APLIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi
komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Labuhanbatu
Utara. Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong
Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi serta perbaikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Disadari bahwa pemerintah merupakan fasilitator dan motivator
keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut,
dibutuhkan kecepatan dan keterpaduan pertukaran informasi dan data antar
Perangkat Daerah. Melalui implementasi Integrasi Aplikasi, diharapkan terwujud
sistem informasi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat
digunakan untuk percepatan pengambilan keputusan.

Salah satu asas pengembangan sistem aplikasi di dalam pemerintahan
adalah integrateable. Artinya, sistem aplikasi memiliki fitur untuk kemudahan
integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi
pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam
lingkup Perangkat Daerah atau dengan Perangkat Daerah lain dalam satu Daerah.
Dengan demikian, kedepannya semua aplikasi yang ada di lingkup Daerah dapat
diintegrasikan untuk mewujudkan tatakelola e-Government yang bermutu. Bisa
diasumsikan yang paling efektif dan efisien untuk dilakukan secara teknis saat ini
adalah integrasi data.

Integrasi data antar sistem akan secara radikal mengurangi biaya, waktu,
dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan hasil dan secara
bersamaan  meningkatkans  kualitas, keandalan, dan  keterjangkauan.
Pengintegrasian data perlu mempertimbangkan bagaimana mekanisme
kesepakatan antar bisnis proses pada setiap unit atau divisi kerja di organisasi
pemerintahan. Tentunya, diperlukan kesepakatan bagaimana mekanisme integrasi
bisnis proses oleh pihak manajemen dari unit-unit kerja tersebut dan data apa saja
yang akan dipertukarkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis proses di setiap unit
kerja. Proses integrasi bisnis proses antar unit inilah yang menjadi titik kritis
dalam proses integrasi data, dimana jika tidak terjadi atau tidak tercapainya
kesepakatan antar pihak manajemen terhadap integrasi bisnis proses, mustahil
proses integrasi data dapat dilakukan.

Service-Oriented Architecture SOA adalah sebuah pendekatan yang sangat
direkomendasikan untuk mensolusikan masalah arsitektur integrasi data terkini
dan memiliki fleksibilitas integrasi data yang paling baik dibandingkan dengan
arsitektur yang lain. SOA secara logis mampu memudahkan pimpinan di tingkat
eksekutif pada sebuah organisasi untuk menghimpun informasi. Artinya, pimpinan

dalam...
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dalam tata kelola organisasi pemerintahan akan dipermudah apabila integrasi data
antar sistem informasi dibangun dengan konsep SOA. EIS atau Executive Support
System (ESS) merupakan salah satu bentuk sistem informasi yang disusun dari
banyak sumber data dalam bentuk summary (executive summary) yang
dipergunakan oleh manajemen tingkat atas (top level management) untuk
mengawasi dan menilai performa manajemen yang dibawahi dan dasar
pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Ringkasnya, EIS menyediakan
informasi yang memudahkan pimpinan dalam organisasi pemerintahan untuk
menghimpun informasi yang dibutuhkan selaku pihak pengambil keputusan
strategis.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Pedoman Integrasi aplikasi ini adalah:

1. Maksud
Pedoman Integrasi aplikasi ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pengembangan aplikasi.

2. Tujuan
Pedoman integrasi aplikasi ini bertujuan agar terwujud standar pelaksanaan
sistem terintegrasi menuju Labuhanbatu Utara Satu Data dalam mendukung
kelancaran penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance).

C. SASARAN

Sasaran Pedoman Integrasi aplikasi adalah:

1. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang mekanisme integrasi
aplikasi pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Terwujudnya sistem terintegrasi untuk penyajian informasi dari berbagai sumber
data yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah;

3. Terwujudnya pemanfaatan TIK dan komunikasi secara optimal di lingkungan
Pemerintah Daerah untuk menuju Labuhanbatu Utara Satu Data.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Integrasi Aplikasi ini meliputi:

1. Teknologi integrasi aplikasi.

2. Pengamanan  meliputi: Disaster = Recovery  Center (fasilitas  sistem
cadangan/backup), pemulihan / recovery, jaringan.

3. Otentikasi.

4. Pengiriman: mekanisme pengiriman data melalui integrator.

BAB II
DESAIN SISTEM
Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur, cakupan, alur kerja

dan persyaratan yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan integrasi aplikasi.

A. ARSITEKTUR...



A. ARSITEKTUR INTEGRASI APLIKASI

Arsitektur Integrasi Aplikasi rancangan teknis integrasi sistem yang dibangun
untuk menjembatani interkoneksi aplikasi. Secara umum, arsitektur integrasi
aplikasi dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan oleh Gambarl.

TH e

~

5. Dashboard

1.Server 2. SOAP/REST 4. Server Labuhanbatu Utara
Aplikasi ) ) ]
- Datawarehouse
Perangkat Diskominfo
Daerah 3. GSB e
(Government

Service Bus)

Gambar 1. Arsitektur Integrasi Aplikasi

Penjelasan Gambarl adalah sebagai berikut:

1.

2.
3.

Komputer induk (server) aplikasi Perangkat Daerah merupakan infrastruktur
untuk menyimpan basis data yang digunakan oleh aplikasi Perangkat Daerah.
SOAP/REST merupakan protokol komunikasi data berbasis layanan web.

GSB (Government Service Bus) merupakan aplikasi integrator yang dibangun
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dapat menerima data dari aplikasi
Perangkat Daerah menggunakan protocol SOAP/REST.

Server Datawarehouse Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan
infrastruktur untuk menyimpan basis data terintegrasi dalam bentuk
datawarehouse yang dibangun dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika.

. Dashboard Labuhanbatu Utara merupakan aplikasi yang dapat menampilkan

seluruh paket informasi yang berasal dari berbagai sumber data dari Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. CAKUPAN SISTEM

1. Push Data

Push Data merupakan kondisi dimana aplikasi Perangkat Daerah mengirimkan
data menggunakan protocol SOAP/REST kepada GSB Dinas Komunikasi dan
Informatika atas perintah dan kontrol aplikasi sistem Perangkat Daerah.

. Pull Data

Pull Data merupakan kondisi dimana Aplikasi GSB Dinas Komunikasi dan
Informatika menarik data dari Aplikasi Perangkat Daerah menggunakan
protocol komunikasi SOAP/REST atas perintah dan kontrol aplikasi GSB
Komunikasi Informatika.

. Otentikasi

Otentikasi merupakan mekanisme penyamaan informasi keamanan sebelum
proses Push Data dan Pull Data.

C. ALUR ...



C. ALUR KERJA

Mekanisme integrasi aplikasi menyediakan beberapa alur kerja sebagai berikut:

ALUR PUSH DATA

Dinas Komunikasi dan Informatika Labuhanbatu Utara

Aplikasi Perangkat

GBS

Datawarehouse

Permintaan Izin Akses

—Iv Mulai

|

Otentikasi Izin

\ 4

Otentikasi Gagal <

Akses

l

Tidak Otentikasi

berhasil?

Ya

'

Kirim Data

Data diterima dan

SOAP/REST

Y

Valid

» Data disimpan

Penjelasan Alur Push Data
Aplikasi Perangkat Daerah telah menentukan periode waktu pengiriman data
secara otomatis ke GSB.
Saat periode pengiriman data, aplikasi Perangkat Daerah melakukan proses
otentikasi dengan GSB Dinas Komunikasi dan Informatika.

Jika otentikasi valid, maka aplikasi Perangkat Daerah dapat proses pengiriman
data, sebaliknya jika gagal, maka proses pengiriman tidak dapat dilanjutkan.
Data yag diterima oleh GSB akan disimpan dalam Datawarehouse.

1.

2.

Gambar 2. Alur Push Data

ALUR PULL DATA

Aplikasi Perangkat Daerah

GBS

DatawareHouse

\4

Mulai

— Izinkan Akses?

Tidak

l

Perintah Pengiriman

Ya

Data

» Berhasil otentikasi?

Tidak Ya

v

Dinas Komunikasi dan Informatika Labuhanbatu Utara

Otentikasi Gagal

|

Kirim Data Data diterima dan A
‘ SOAP/REST » valid ——+ Data disimpan

Gambar 3. Alur Pull Data

Penjelasan...



B =

Penjelasan Alur Pull Data

1. GSB secara periodik memberikan perintah penarikan data secara otomatis.

2. Saat terdapat perintah penarikan data, aplikasi Perangkat Daerah melakukan
proses otentikasi dengan GSB Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Jika otentikasi valid, maka aplikasi Perangkat Daerah dapat proses penarikan
data, sebaliknya jika gagal, maka proses pengiriman tidak dapat dilanjutkan

4. Data yag diterima oleh GSB akan disimpan dalam Datawarehouse.

D. PERSYARATAN

Untuk menerapkan integrasi aplikasi dibutuhkan persyaratan infrastruktur dan

suprastruktur.

1. Infrastruktur, yaitu sistem yang dapat terintegrasi harus tergabung dalam
jaringan internal pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Suprastruktur, yaitu aplikasi yang dapat tergabung dalam integrasi data adalah
aplikasi yang telah terdaftar pada Diskominfo Kabupaten Labuhanbatu Utara
dan telah mendapat persetujuan dari komite TIK.

UHANBATU UTARA,

s

/A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

(=

ZAHIDA HAFANI
NIP. 19761124 200502 2 002



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PADA PEMERINTAH

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terkait tata kelola TIK dan
komunikasi kepada pengguna jaringan nirkabel dan kabel yang ada di semua
Perangkat Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan SOP
Pelayanan TIK di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara
yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan dukungan yang
maksimal bagi semua pihak yang memanfaatkan jaringan kabel atau nirkabel
yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. PENITIPAN APLIKASI

SOP PENITIPAN APLIKASI
SKPD Non-Teknis Data Center IT Support Infrastruktur
Tidak Setuju Arsip
>l Dokumen

Surat ~

Pern‘tli:'f:aan Disposisi Surat
. permintaan Setuju

penitipan B penitipan server| d
server atau atau aplikasi

Aplikasi

Colocation Klasifikasi \_ Hosting

Permintaan

Y
¢ Cek Ketersediaan Rak

@ ¢ Cek Ketersediaan Catu Daya
§ o Cek Kondisi Server dan
I~ Aplikasi
% ¢ Cek Kualitas Software Sistem
Q Operasi, Database, dll
El
@ « DI
< Penyampaian
E}
2 rekam Tidak P N
i . L enerimaan
': }{eftersedllz{ian ‘D15'tu_|u1 > Disetujui | Server ke
g infrastruktur  |¢ Rekomendasi > R Dat
g yang ada di uang Data
2 server Center ,
Q Pengambilan
g \:l/\ Data Aplikasi Permintaan
<
=} N Pemasangan Setting IP Address
@ » Sever & B Publik atau Lokal
E Laporan Laporan Kabel e atau Loka
‘é pemasangan pemasangan Jaringan |
= server server
g
K] tersebut [« tersebut [
@ telah selesai telah selesai
di lakukan dilakukan
Y

Dinas Komunika

Gambar 1. SOP Penitipan Aplikasi

Gambar...



-0 -

SOP PENITIPAN APLIKASI (LANJUTAN)

terpasang dan

Dinas Komunikasi dan Informatikan Labuhanbatu Utara

(l:ian dapat . dapat diakses
diakses dari [ . <
dari Intranet
Intranet
maupun
maupun Internet
Internet

-

SKPD Non-Teknis Data Center IT Support Infrastruktur
e Cek Legalitas Software,
Penyampaian Database DLL
rekomendasi ¢ Cek Aplikasi (Desktop/
dari hasil Website)
. e Cek Database
penlg;.{ljla'n e Cek Kelengkapan Aplikasi
aplixasi Web Server,AddOns DLL
e Cek Hole Aplikasi
e DLL
Penyampaian
rekomendasi| Tiq ak Setuju
dari hasil Setuju " das T | Setting IP Address
pengujian Rekomendasi » Pemasangan aplikasi pada server »  bublik atau Lokal
aplikasi
e Tes Aplikasi
e Tes Internet W
Pemberitahuan Laporan bahwa e Tes Intranet M
Bahwa aplikasi o e DLL
telah terpasang aplikasi telah

Penjelasan SOP

Gambar 2. SOP Penitipan Aplikasi (Lanjutan)

Penitipan Aplikasi

SKPD Non - Teknis Data Center IT Support | Infrastruktur

Mulai

Mengirim surat

permintaan

penitipan

server/ aplikasi.
Pengkajian surat
penitipan
server /aplikasi.
Jika tidak
disetujui, maka
surat diarsipkan.
Jika disetujui,
maka surat

didisposisi untuk
dilakukan proses
berikutnya.

Dilakukan
klasifikasi jenis
permohonan,
apakah jenis
colocation atau
hosting.

Jika...
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Jika Kklasifikasi
permohonan
adalah
colocation,
maka
dilakukan
pengecekan,
yaitu:

e Ketersediaan
rak;

e Ketersediaan
catu daya;

e Kondisi
server;

e Kualitas
software,
sistem
operasi, dll;

o dll.

Hasil
pengecekan
dilaporkan
kepada atasan
untuk

selanjutnya
diminta
rekomendasi.

Jika tidak

disetujui, maka

diberitahukan

kepada pemohon

beserta

alasannya. Jika

disetujui

dilanjutkan ke

proses

berikutnya.
Dilakukan
penerimaan

server di ruang
data center.

Dilakukan
pemasangan
server dan
kabel jaringan
pada server.

Dilakukan
setting
address
publik atau IP
address lokal.

IP

Laporan...



Laporan bahwa
pemasangan
server telah

selesai dilakukan.

Diberitahukan
kepada SKPD
bahwa
pemasangan
server telah
dilakukan.

Jika klasifikasi
permohonan
adalah hosting,
maka
dilakukan
beberapa
pengecekan,
yaitu:

e Legalitas
software,
database,
dil.

e Cek jenis
aplikasi,
apakah
desktop
atau
websiste.

e Cek celah
keamanan
aplikasi.

Hasil
pengecekan
disampaikan
kepada
pimpinan
untuk
kemudian
diminta
rekomendasi.

Jika tidak
disetujui, maka
diberitahukan
kepada pemohon
beserta
alasannya. Jika
disetujui
dilanjutkan ke
pemasangan
aplikasi di server.

Dilakukan...
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Dilakukan
pemasangan
aplikasi pada
server.

Dilakukan
setting
address
publik atau IP
address lokal.

IP

Dilakukan wuji

coba akses
aplikasi dari
internet dan
intranet.

Laporan bahwa
aplikasi telah
terpasang dan
dapat diakses
dari Intranet

maupun Internet

Pemberitahuan
bahwa aplikasi
telah terpasang

dan dapat
diakses dari
intranet
maupun
Internet

2. SOP PENANGANAN GANGGUAN APLIKASI

SOP GANGGUAN APLIKASI

Help Desk

Data Center

Infrastruktur

Mulai

Klasifikasi

Server Aplikasi Aplikasi Server
Bukan di Data Aplikasi di
Center Data Center
h 4
Silahkan ke Aplikasi Network

Menginformasikan
Bahwa Terjadi

Developer Aplikasi [
SKPD Terkait

]

e Jika aplikasi tersebut
mengalami gangguan akan
disarankan untuk
menghubungi vendor /SKPD
terdekat

e Jika network mengalami
gangguan dan tidak dapat di
tangani saat itu juga, maka
akan di sampaikan bahwa
ada maintenance/perbaikan
pada network tersebut

A 4

Menyampaikan |

w

2

Dilakukan pengecekan

® Pengecekan server

® Pengecekan aplikasi intranet dan
internet

® Pengecekan database

® Pengecekan koneksi intranet dan
internet

® Pengecekan kabel data

gangguan pada
Aplikasi

Hasil Analisa

h 4

Selesai

Dinas Komunikasi dan Informatika Labuhanbatu Utara

Gambar 3.

SOP Penanganan Gangguan Aplikasi

Penjelasan...
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Penjelasan SOP Penanganan Gangguan Aplikasi

User

Help Desk

IT Support

Data Center

User membuat
pengaduan kepada help
desk lewat halaman:
helpdesk.labura.go.id

WO
dikeluarkan
oleh help desk
sebagai acuan
bagi IT Support
untuk
melaksanakan
pekerjaan.

Setelah menerima
WO dari help desk
terkait aplikasi, IT
support
melakukan
pengecekan
aplikasi tersebut.

Jika aplikasi berjalan
normal dilakukan
pengecekan pada
komputer user.

Jika pada komputer
user berjalan normal,
maka IT Support
melakukan  verifikasi
kepada user.

Jika pada komputer

user aplikasi tidak

berjalan normal, maka

IT Support memberikan

rekomendasi, seperti:

e Install wulang web
browser.

e Install ulang sistem
operasi.

e Menggunakan
antivirus.

e DIl

Jika aplikasi tidak
berjalan normal,
maka dilakukan
pengecekan

apakah  aplikasi
berada di data
center atau di luar
data center.

Jika...



Jika aplikasi
berada di data
center, maka WO
akan diteruskan
ke bagian data
center.

berada di

akan

ke help desk.

Jika aplikasi tidak
data
center, IT Support

menginformasikan

3. SOP PENAMBAHAN TITIK JARINGAN

SOP PENAMBAHAN TITIK JARINGAN

pengaduan kepala
help desk

permintaan dan

mengeluarkan WO

Cek Lokasi |

» menambah titik
koneksi baru

i

User

Rekomendasi
Penambahan —l

Y

Pasang Titik |

Titik Jaringan

Ya .
Persetujuan o

baru

A

vy
Cek koneksi

-

Forward WO ke
» Infrastruktur

User Help Desk IT Support Infrastruktur
Mulai
A
User membuat Mencatat Menerima WO untuk

Analisa Oleh

>

Infrastruktur

A

\@W‘

Tidak

Return WO ke
IT Support

Tidak

Koneksi

»| Konfirmasi

Berhasil

Verifikasi ke

User

Dinas Komunikasi dan Informatika Labuhanbatu Utara

7| Infrastruktur

Gambar 4. SOP Penambahan Titik Jaringan

Keterangan SOP Penambahan Titik Jaringan

User Help Desk IT Support Infrastruktur
User membuat
pengaduan kepada
help desk lewat
halaman:

helpdesk.labura.go.id

WO...
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WO dikeluarkan
oleh help desk
sebagai acuan
bagi IT Support
untuk
melaksanakan
pekerjaan

Setelah
menerima WO
dari help desk,
maka IT Support
melakukan
survey lokasi.

Cek lokasi  sesuai

dengan permintaan

user yang meliputi:

o Letak titik jaringan;

e Banyak titik
jaringan yang
diminta;

e Kebutuhan
perangkat;

e DIl

Setelah
dilakukan
pengecekan,
Support
mengeluarkan
rekomendasi.

IT

Meneruskan WO
kepada
infrastruktur
yang disertai
dengan
rekomendasi
yang sudah
dibuat.

Menerima WO
dari IT Support,
lalu melakukan
analisa terhadap
rekomendasi
yang dikeluarkan
oleh IT Support.

Mengembalikan
WO kepada IT
Support yang
disertai dengan
hasil analisa atas
rekomendasi dari
IT Support.

Setelah...




Setelah
menerima
kembali WO,
maka IT Support
akan kembali
melihat hasil
rekomendasi.

Jika
penambahan
tidak  disetujui
maka IT Support
akan melakukan

konfirmasi
kepada user
beserta
alasannya. Jika
penambahan
disetujui, maka

akan dilakukan
pemasangan titik
jaringan baru.

Setelah  pemasangan
selesali, dilakukan
pengecekan titik baru
tersebut.

Jika dari hasil
pengecekan titik belum
terkoneksi, maka
dilakukan konfirmasi
ke bagian infrastruktur
untuk dicek.

Jika koneksi berhasil,
dilakukan konfirmasi
ke wuser bahwa titik
sudah terpasang.

Help desk
menerima WO dari
IT Support dan WO
ditutup.

4. SOP...
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SOP PENANGANAN MASALAH INTERNET/INTRANET

Pekerjaan

User Help Desk IT Support Infrastruktur
Membuat Membuat R
Menerima .
pengaduan o] WO atas - . Analisa
> » WO dari help
kepada help pengaduan Masalah
desk
desk user
g
o
=]
3
fut
«
< Tidak Forward WO ke Perbaikan
% Infrastruktur > Oleh <
'g __— Infrastruktur
Q
5 h 4 Ya
| |Rekomendasi
24| |untuk aduan Periksa dan
® baru perbaiki Return WO ke »
g Masalah IT Support <
o)
ES) lokal
= v
3 Verifikasi ke
o User
g terhadap [ Koneksi
~ hasil tidak ada -
§ a masalah / Tidak
5
[
1]
©
£
A

Gambar 5. SOP Penanganan Masalah Internet/Intranet

Penjelasan SOP Penanganan Masalah Internet/Intranet

User Help Desk IT Support Infrastruktur
User membuat
pengaduan kepada
help desk lewat
helpdesk.labura.go.id
WO dikeluarkan
oleh Help Desk,
sebagai acuan
bagi IT Support
untuk
melaksanakan
pekerjaan.
IT Support
menerima WO
dari Help Desk.
IT Support
melakukan

analisa masalah.

IT Support
melakukan cek
apakah aduan user
sudah valid atau
tidak. Jika tidak

valid...




= T1. =

valid, maka
diberikan
rekomendasi kepada
user untuk membuat
laporan baru.

Jika wvalid maka
dicek apakah
kendala terjadi di
jaringan lokal wuser
atau tidak.

Jika masalah ada
pada jaringan lokal

user, maka
diperbaiki oleh IT
Support.

Setelah selesai
diperbaiki IT Support
akan melakukan
verifikasi ke user
bahwa jaringan
sudah kembali
normal.

Jika bukan terjadi di
jaringan lokal user,
maka [T Support
melaporkan ke
bagian Infrastruktur.

Setelah
ditindaklanjuti,
dilakukan
pengecekan.
Apabila  masih
ada masalah
maka harus
diselesaikan.

Jika sudah tidak
ada masalah,

maka WO
dikembalikan ke
Help Desk.

IT  Support akan
melakukan verifikasi
ke user bahwa
jaringan sudah
kembali normal.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

C=Fmm

"\ 11IDA HAFANI
1P, 19761124 200502 2 002



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR |% TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

CONTOH NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA

Situs web Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara menggunakan
nama domain sesuai format yaitu: namadesa.desa.id.

Contoh:
Desa Aek Tapa, Kecamatan Marbau:
Nama domain: aektapa.desa.id

Apabila nama didapati bahwa nama domain dengan format di atas sudah pernah
didaftarkan, maka dapat menggunakan format yaitu: namadesa-labura.desa.id.

Contoh:
Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu:
Nama domain: sukarame-labura.desa.id

Catatan:

1. Website Desa memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan
pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh desa
sesuai tugas dan kewenangannya.

2. Pemerintah Desa dapat mengusulkan nama domain desa.id ke Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia secara langsung atau dapat
difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

e Ay

ZAHIDA HAFANI
NIP. 19761124 200502 2 002




